
 

 BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam Bab II maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

jawaban dari permasalahan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran psikotropika di wilayah 

hukum Poltabes Yogyakarta adalah disebabkan karena beberapa hal antara lain: 

a. Faktor Ekonomis 

Yaitu menjanjikan adanya keuntungan cukup besar. 

b. Faktor Masyarakat 

Yaitu banyak masyarakat yang belum banyak memahami akan bahaya 

psikotropika dan kadang tidak peduli dengan masyarakt sekitar maupun 

lingkungan. 

c. Kondisi keluarga tidak harmonis, sehingga mencari kepuasan diluar rumah. 

d. Adanya keinginan untuk mencoba dari individu sendiri. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Poltabes Yogyakarta dalam 

mengungkap peredaran psikotropika antara lain: 

a. Rapinya modus operandi peredaran, 

b. Kurang pedulinya masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat akan bahaya 

psikotropika, 

c. Terbatasnya sarana deteksi dan terbatasnya personil yang ditugaskan menangani 

masalah psikotropika, karena di Poltabes hanya ada 39 personil di Satuan 

Narkoba. 

 

 

 



 

 B. Saran 

1. Pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran psikotropika sebaiknya dilakukan 

dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk 

didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, menggugah dan 

mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat. 

2. Media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet 

dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. 

3. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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